
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERHUR LAMPUNG
 
NOMOR: Glib' IB.IV/HK/2014
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTlSlDA
 
PROVINSI LAMPUNG
 

GUBERHUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting dalam 
peningkatan produktivitas pertanian, agar pelaksanaan, 
pengadaan, dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat 
berjalan efektif dan efisien serta untuk terjaminnya 
ketersediaan pupuk haik jumlah, mutu, jenis maupun 
harganya, perlu dilakukan pengawasan; 

b.	 bahwa sehubungan dengan rnaksud huruf a dan huruf b 
tersebut di atas perlu dibentuk Komisi Pengawas Pupuk 
dan Pestisida Provinsi Lampung dan menetapkannya 
dengan Keputusan Gubemur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman; 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen: 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

4.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan 
dan Kesehatan Hewan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nemer 8 Tahun 200 I tentang Pupuk 
Budidaya Tanaman; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
pembagian Urusan Pemerintah antara Pernerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi. dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun201I tentang 
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Se bagai Barang 
Dalam.Pengawasan; 

8.	 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 701 Permentanf 
SR.140/ IO/201I tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati 
dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 201I Nomor 
664); 

9.	 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M­
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 

10, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/ Permentan/ 
SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi (HE'!') Pupuk Bersubsidi Untuk 8ektor Pertanian 
Tahun Anggaran20I4; 
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11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah 
Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013; 

Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.21O/ 
4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, 
Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/ Kpts/ OT.I60/ 
2/ 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusen 
Kebijakan Pupuk; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan .. KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI 
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTlSIDA PROVINSI LAMPUNG. 

KESATU Membentuk Komisi Pengawas "Pupuk dan Pestisida 
Provinsi Lampung dengan struktur organisasi .sebagaimana 
tercantum­ dalam Lampiran I dan susunan personalia 
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran II Keputusanini. 

KEDUA Uraian tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran ill Keputusan 
un. 

KETIGA Dalam rangka ..untuk melaksanalmntugas-tugas komisi 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk 
Sekretariat 'Komisi yangberkedudukan di "Biro 'Perekonornian 
Sekretariat Daerah ProvinsiLampung. 

KEEMPAT Hal-hal yang belum diatur daJam Keputusan ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannyadiatur iebih lanjut olehKetua. 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diIetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian had ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal t -"3 ­ 2014 

GUBE:RN~LA9"..UN~, 
/ 

/ 

Tembusen: , '.' 
"1. Menteril>ert8niandi .Jekarta; 
2. Ketua DP:Rn Provmsi Lampung di Telukbetung; 
3. Inepelstur Proansi -Lampung di Bander i..ampung;. 
4. - Kepala Biro Hukum Sekretariat'Daerah Prusinsi Lampung-diTe1ukbetung; 
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah ProviIisi Lampung di Tel'ukbetung;
 
&. Ketua Tim Pengewesen Pupuk Bersubeidi Tingkat Pusat di Jakarta;
 
"7. - "Ketua Komiei Peetisida diUakarta;
 
8; Direktur Utame Pr. Pujruk Indonesia Holding Company d"i Jaka.rta;
 
9. Area Manager PT.PUSRIdiBandar,I...ampung;
 
10" Sales Suverpisnr PT. PETRO KIMIA GRESIK Wilayah Lampung di Bandar Lampung
 
11. General Manager .Pl', -Pl:1indo.11 Cabang'Panjang di.Panjang; 
12. -Masing~masing anggota yang bersangkuten. 
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LAMP1RAN I : KEPUTUSAl'I GUBERIroR LAMPUIIG 
NOMOR : G/'''>' IB.lVIHK/2014 
TANGGAL: '}. 5 - 2014 

STRUKTUR ORGANlSASI 
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTlSlDA PROVlNSl LAMPUIIG 
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LAMi>mA:irn : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUJfO 
NOMOR : 01 \{,~ IB.IVIHK/2014 
TANGGAL f - 3 - 2014 

SUSUNAN PERSOIfALlA
 
KOMlSI PEJlOAWASAN PUPUK DAN PESTlSlDA PROVlIfSl LAMPUJfQ
 

Pem'biDa	 1. Gubemur Lampung 
2., Walql Guberrtur Lampung 

Ketua Sekretaria Daerah Provinsi Lampung 

Waldl Ketua Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda 
Provinsi.Lampung 

WaJdJ. Ketua I Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hcltikultura 
Provinsi Lampung. 

Waldl Ketua D Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Lampung. 

. .. IleJuetaris . Kepaja Biro"Perekonomian 'Setda Provinai Lampung, 
Waldl IleJuetaris Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro 

Pereknnomian Selda- Provinsi Lampung 
Waldl IleJuetarts·I Kepala Bidang 'Prasarana" 'dan -8aran-a 'Pertanian Dines 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hcrtikultura Provirrsi 
Lampung 

Waldl IleJuetaris D Kepaia Sub Bagian Pertanian, Perkebunen. dan Petcrnekan 
BiroPerekonomian Setda Prcvinei Lampung, ' 

AIlIlll°ta 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinei Lampung. 
2.	 Kepala _Dinae . Peternaken dan Kesehatan Hewan 

Provinei Lampung. 
3.: "Kepala "Dinas "Kelautan-" dan -- Perikanan Prcvinsi 

Lan11flU~_g. ­
4.	 Kepala Dinas Kesehatan Prcvinsi Lampung. 
5:	 Kepala Dinas Tenaga Kerja' dan Tranemigraai Provinei 

Lampung. 
6,.,	 Kepala Badan Ketahanan .Pangan "Daerah Previrrsi 

Lampung. 
7.	 KepaJa BadanPengendalian Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi Lampung. 
8.	 Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah 

PrcvinsiLampung. 
9,	 Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhen 

Pertaruan, Perikanan. ,dan Kehutanan . Provinsi 
Lempung; 

10. Direktur Reskrimsus Kepoiieian Daerah Lampung. 
II. Asisten lntelijen Kejaksaan Tinggi Lampung. 
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsa 

Lampung. 
1-3--. Kepala Balai Pengkajian Teknolcgi Pertanian Provinei 

..Lampuag. 

14.	 Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan 
, Provinsi Lampurag. , 

GllBEIi~Li)MPUNIG. 

SJAqlRo;;"r.n. Z.P. 
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LAMPIRAN m : KEPUTUSAN GUBERIroR LAJQ'llNG 
NOIIOR : Glib' /B.N/HK/2014 
TANGGAL: t - 3 - 2014 

URAlAN TUGAS, FUl'lGSl. WEWENANG pAN KEWAJIBAN
 
KOMISI PElIIGAWASAN PUPUK DAN PESTlSlDA PROVINSI LAMPUNG
 

I.	 TUGAS 
I.	 melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan 

serta penggunaan pupuk dan pestisida. 
2:	 melakukan monitoring dan cvaluasi terhadap laparan basil pengawasan 

yangdiIakukan oleh Dinaa/Instansi terkait. 

11-.	 FUNGSI 

1.	 mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Dinas/lnstansi terkait yang 
rnelakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida 
yang. meliputi pengadaan,__ peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlan, 
penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap 

. kesehatan manusda dan lingkungan .sekitarnya. 

2.	 mengadakan pembinaan terhadep usaha masyarakat dan stakeholde-,.di 
bidangpupukdan peetieida. 

3:	 melakukan pengawasan dan pcmbinaan terhadap kegiatan masyarakat 
mulai dan proses produksi, penyimpanan, percdaran, pemanfaatan/ 
penggunaan pupuk dan pestisida sesuai vdengan -ketentuan peraturan 
perujtdeng-tmdangan. .. . 

4.	 mengidentifikast; inemantau jenis, mutu pupuk dan pestisida 'Yang beredar 
dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, 
manuaia dan lingkungan bidup. 

m,	 WEWENANG 

1.	 melakukan koordinasi dengan Dinas/lnstansiterkait daIam pelaksanaan 
pengawasan .p1,lpuk dan .pestisida dengan meIlgusuIkanpetJ,lgas dari 
DinasJlns-tansi masing-masing untuk. ditetapkan sebagai pengawas pupuk 
dan pestisida. 

2.	 melakukan pemblnaankepada petugas pengawas pupuk dan psetisida agar 
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar. 

3.	 meminta keterangen dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan in stansi 
yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaanykomposisi, . 
mutu, harga danpenggunaan pupuk dan pestrsida yang dikelolanya serta 
pendistribusiannya dan stokJpersediaan yang ada.' . 

4.,	 menerima laporan. dari. masyarakat danJatau pelaku usaha serta anggota. 
'komisifentang adanyadugaan penyirnpangan dalarn peredaran pupukdan 
pestisida . serta . penyalahgunaan daJam pengadaan,. penyaluran dan 
pemanfaatan pupuk serta. melakukan pengecekan.,. .penefitian dan 
pemeriksaan terhadap dugaan otersebut dan apabtla diperlukan dapat 
memanggil. pelakunya untuk dimintai ketcrangan dan penjelasan sesuai 
dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau 

. .lapcran. 
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5.	 berkoordinasi dengan Lembaga/lnstasi yang menangani .hukum, Penyelidik 
Pegawai- Negeri Sipil- (PPNS). untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, 
penggunaan pupuk/pestisida yang : bertentangan· dengan ketentuan 
peraturanperundang-undan,.~yang .mengakibatkan kerugianpihak lain. 

6.. mernbuat Berita Acara Pemeriksaan (BAPt dengan pihak terkait yang 
dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan pupuk 
dan pestislde. 

7.	 memberi pendapat, Saran. atau penjelasan yang berhubungan. .dengan hal­
hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida iii lapangan. 

. 8.	 memusnahkan .pupuk. dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat 
merugikan ·masyarakat uroum. 

9":..	 tindakan pemusnahan sebagaimana dimakeud di atas dilakukan setelah 
diputuskan dalam rapat koordinasi. 

·10. melakukanhal-hal yang ilianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan 
tugas pengawasan. pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok,·fungsi 
dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan .penanganan 
pupuk .dan pestisada -bfuk dltingkat 'Provinsi maupun tingkat 

. Kabupaten/Kote. 

IV. KEWAJIBAlf 

1.	 melakukan rapat koordinasi secara intensif setiap 3 (tiga] bulan sekali atau 
sesuai jadwal yang telahditentukan. 

2.	 rnelaporkan hasil pengawasanpupllk dan .pesttsida .kepada .Guberrrur 
Lampung dan kepada Pemerintah Pusat melalui Dirjen Prasarana dan 
Sarana Kementerian PertanianRl. . 

3.	 melakukan rapat. koordinasi ataupun pembinaan dengan Komiai 
PengawasanPupukdan Pestisida Kabupaten/Kcta sekali dalam 3 (tiga) 
bulan atau seauai jadwal yang telah ditentukan. 

4.	 mernberikan maaukan berupa saran/pendapat dan penjelasanGlibernur 
atau hasil temuanpengawasan pupuk dan pestisidadi-Iapangan. 

5.	 rnelakukan monitoring pengawasan dan pernantauan terhadappengadaan 
penyaluran serta harga pupuk dan peatisida di daerah Provlnei. 

GUBE~ffR """,,""UNG, 

SJACHROj;:l~ iLp. 
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